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Fungsi Intelkam Polri juga sangat berperan dalam memberikan masukan kepada
pimpinan maupun fungsi-fungsi lainnya di tubuh Polri mengenai perkembangan
keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Pada penelitian ini, bertujuan
untuk mengetahui bagaimana upaya Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian
Daerah Lampung dalam mengungkap kendala dalam melakukan pencegahan dini
(early detection) terjadinya tindak pidana terorisme, cara pendeteksian terorisme,
penegak hukum dari Kepolisian Daerah serta perkembangan data tindak pidana
terorisme pada Kepolisian Daerah Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaiamanakah upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh
Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dan apakah faktor
penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh
Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini melibatkan
narasumber penelitian yaitu Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah
Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data
dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan terorisme yang dilakukan
oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung dimana
Direktorat Inteligen Keamanan berperan sebagai pengumpul data atau bahan
keterangan terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme, memberikan
pencerahan kepada mahasiswa sebagai generasi muda, melakukan pemanataun
dari tingkatPolsek, Polres, dan Kepolisian Daerah Lampung, selanjutnya sebagai
panitia dan untuk menunjang kegiatan pencegahan dalam rangka pengungkapan
tindak pidana terorisme Direktorat Inteligen Keamanan Daerah Lampung perlu
melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan agar mudah mendeteksi
keberadaan terorisme. Informasi yang didapat oleh Direktorat Inteligen Keamanan
Kepolisian daerah Lampung berupa Bahan Keterangan (Baket) yang kemudian
bahan keterangan tersebut diolah dan dianalisis kemudian disajikandalam bentuk
laporan. Faktor penghambat pelaksanaan upaya pencegahan terorisme yang
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dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung adalah

terbatasnya sumber daya manusia Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian
Daerah Lampung, tidak mendukungnya sarana dan prasarana atau alat khusus
inteligen yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan penyelidikan,
terbatasnya dana operasional khusus yang dialokasikan untuk penyelidikan tindak
pidana terorisme dan sulitnya menjangkau buron yang sering kali berpindah dari
satu provinsi ke provinsi lain.

Saran dalam penelitian ini adalah upaya Direktorat Inteligen dan Keamanan
Kepolisian daerah Lampung dalam pencegahan tindak pidana terorisme sudah
maksimal, namun masih harus ditingkatkan kinerja untuk mencariinformasi agar
tindak pidana terorisme diwilayah Kepolisian daerah Lampung dapat
diminimalisir. Selain itu diharapkan kepada pihak Kepolisian agar segera
menindaklanjuti semua informasi atau bahan keterangan yang diberikan oleh
Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian daerah Lampung Kepala Mapolda
Lampung mengenai tindak pidana terorisme. Kepada Direktorat Intelijen
Keamanan Polda Lampung diharapkan untuk tetap bersinergi dengan Aparat
Penegak Hukum yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penanggulangan
Terorisme dalam upaya menanggulangi terorisme dengan cara mensosialisasikan
tindak kejahatan terorisme serta akibat hukumnya.
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	Terorisme Kata “teror” (aksi) dan “terorisme” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang berarti membuat getar atau menggetarkaan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian. Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme ...
	Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau mot...
	Terorisme sudah menjadi bagian sejarah “inkonsistensif”. Artinya tidak pernah terjadi keseragaman pengertian kearahartian yang baku dan definitif. Hikmahanto Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya membuat batasan...
	Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppresion of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasaan paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity. Crimes against Humanity m...
	Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam k...
	Pasal 6: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasaan atau ancaman kekerasaan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilang...
	Pasal 7: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasaan atau ancaman kekerasaan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdek...
	Berdasarkan pasal di atas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala/suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur:
	a. Perbuatan dengan kekerasan/ancaman
	b. Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror/rasa takut secara meluas/menimbulkan korban massal.
	c. Dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek vital lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional.
	Direktorat Intelkam dan Keamanan (Ditinelkam) Polri adalah salah satu unsur struktural pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sedangkan dalam tingkatan daerah Ditintelkam berada di bawah pim...
	Intelkam Polri adalah sebagai Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ...
	1. Tugas Direktorat Intelijen Keamanan
	Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Ditintelkam dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:
	a. Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan ...
	b. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
	c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.
	2. Fungsi Direktorat Intelijen Keamanan
	Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, fungsi Ditintelkam dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu :
	a. Fungsi Kepolisian dibidang Intelijen dan Keamanan meliputi:
	1) Pembinaan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk Intelkam;
	2) Pelaksanaan kegiatan operasional Intelkam keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi Intelkam;
	3) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
	4) endokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk Intelkam untuk mendukung kegiatan;
	5) Penyusunan prakiraan Intelkam keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
	6) Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan penga...
	b. Fungsi di bidang Pelayanan Publik meliputi:
	1) Kegiatan Masyarakat, antara lain:
	a) Memberikan izin keramaian.
	b) Pemberitahuan kegiatan politik dan kegiatan masyarakat/ keagamaan.
	2) Menerbitkan dokumen orang asing, antara lain:
	a) Surat keterangan lapor diri (SKLD) orang asing.
	b) Surat keterangan jalan (SKJ) orang asing.
	3) Memberikan pelayanan proses izin senjata berapi (senpi) dan handak sebagai berikut:
	a) Surat izin senpi terdiri: izin senpi peruntukan bela diri, izin senpi peruntukan olah raga dan izin senpi peruntukan Satpam/Polisi Khusus (Polsus) / Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
	b) Surat izin senjata terdiri: izin impor, izin produksi, izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan (3p) bahan peledak, izin pembelian dan penggunaan (2p) bahan peledak, izin gudang bahan peledak dan izin pemusnahan bahan peledak.
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